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<b>ABSTRAK</b><br>

Pengakuan terhadap rezim negara kepulauan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982
menimbulkan pertentangan kepentingan antara negara maritim dan negara kepulauan. Negosiasi oleh
negara-negara tersebut menghasilkan suatu pengaturan yang menimbulkan beberapa perbedaan interpretasi,
termasuk perihal alur laut kepulauan yang diatur dalam Pasal 53 UNCLOS. Akibatnya berbagai

permasal ahan muncul dalam penerapan hukum di rezim Alur Laut Kepulauan. Indonesia yang merupakan
satu-satunya negara kepulauan yang telah menetapkan Alur Laut Kepulauannya dengan sebutan ALKI,
tidak lepas dari permasal ahan-permasalahan tersebut. Hal ini berujung kepada dilema keberlakuan ALK
yang bersifat parsial, yang mana negara-negara maritim menuntut Indonesia untuk menetapkan rute timur-
barat sebagai bagian dari ALKI. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan, Indonesia
belum siap untuk menetapkan ALKI rute timur-barat, namun memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan
alur yang demikian cepat atau lambat.

<hr>

<b>ABSTRAK</b><br>

Recognition of archipelagic state regime by International Law through the UNCLOS 1982 inflicted conflict
of interest between archipelagic states and maritime states. Negotiation by these countries resulted
provisionsthat raised some differences of interpretation, including the Archipelagic Sea Lanes
provisions under the Article 53 UNCLOS. As aresult, various issues arised in the law enforcement within
the Archipelagic Sea Lanes regime. Indonesia as the only state that had designated its Archipelagic Sea
Lanes namely ALKI, isnot release from such issues. This led to the enforceability dilemmaof ALKI which
isalso partially adopted, in which martime states demanded Indonesia to establish the east-west route to be a
part of ALKI. Based on normative juridicial research that has been carried out, Indonesiais not yet ready to
establish the east-west as ALKI, but it has alegal obligation to designate such route sooner or later
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